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PUTUSAN
Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Tng
2\t Z
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam
sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai
Gugat dan hak asuh anak antara:
PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Tangerang pada
tanggal 19 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX XXxxx
xxxxxx Kelurahan Karang Timur XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, Sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta pada tanggal
3 September 1990, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan karyawan swasta sebagai Tim Leader, tempat
tinggal di Xxxxx XxxXx XxxXx xxxxxxx Kelurahan Pabuaran
XXXXXXXXX  XXXKKK XXXX XXXXXXXXX  XXXKK  XXXXXXXX  XXXX

XXXxX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;
Setelah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14
Agustus 2024 vyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tangerang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor
1787/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah
yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari
Selasa tanggal 14 Agustus 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXX
XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor
373/27/V11/2018 tertanggal 14 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama terakhir di Jalan H. Naba No. 02 RT 002 RW 009
Kelurahan Karang Timur XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXX;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri
(ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar
kurang lebih pada bulan November 2023 kehidupan rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan
lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
4.1 Tergugat dalam memberikan nafkah lahir sekedarnya saja
tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
4.2 Tergugat jarang pulang kerumah karena Tergugat lebih
sering pulang ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
terjadi pada tanggal 17 Februari 2024 yang mana Penggugat
dipulangkan oleh Tergugat kepada orang tuanya kemudian Tergugat
Pergi dari kediaman bersama terakhir, sehingga antara Penggugat
dan Tergugat berpisah rumah dan hingga kini sudah tidak ada
hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak
membuahkan hasil;
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7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Kkiranya
berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cg. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba’in Shugro Tergugat (TERGUGAT)
kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Subsider:
Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil’lkuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah
dipanggll berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor
1787/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 21 Agustus 2024 dan tanggal 4
September 2024 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan sementara
Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun
demikian Majelis Hakim telah secara maksimal memberikan nasihat dan
saran kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan
Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi
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tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalil-
dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat
tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara a quo
mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk
membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK

XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, bukti surat tersebut telah diperiksa

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1),

tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 373/27/V11/2018

tertanggal 14 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang

Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf

Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi:
2.1 SAKSI 1, tempat tanggal lahir Tangerang 24 April 1965, agama

Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan securuty, tempat tinggal di

Kota Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat
adalah suami istri yang sabh;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal terakhir di XXXX XXXXX XXXXX XXXX XXxxX Kelurahan
Karang Timur XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini
rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat terjadi sejak bulan November 2023;

- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dari cerita Penggugat
dan saksi pernah melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat
tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung
jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat
sering tidak pulang ke rumah;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah
rumah sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai sekarang,
Tergugat memulangkan Penggugat kepada orang tua
Penggugat;

- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasihati
Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai
dengan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi
merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang yang

berperilaku baik, ramah dan tidak emosional;
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- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bisa untuk
memelihara dan mengasuh anak-anaknya juga memenuhi
kebutuhan hidup anaknya;

2.2 SAKSI 2, tempat tanggal lahir Tangerang 27 Juli 1967, agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat
tinggal di Kota Tangerang, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal terakhir di xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Kelurahan Karang
Timur XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini
rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat terjadi sejak bulan November 2023;

- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dari cerita Penggugat
dan saksi pernah melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat
tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung
jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Tergugat
sering tidak pulang ke rumabh;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah
rumah sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai sekarang,
Tergugat memulangkan Penggugat kepada orang tua
Penggugat;
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- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasihati
Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai
dengan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi
merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang yang
berperilaku baik, ramah dan tidak emosional;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bisa untuk
memelihara dan mengasuh anak-anaknya juga memenuhi
kebutuhan hidup anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah
cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat
tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat
untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi
dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah
datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak
pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/lkuasanya
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dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak
mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif,
sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan
gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka
berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR jo. Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 Perihal
Putusan Verstek, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya
Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.
Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-
sungguh menasihati Penggugat di persidangan agar mengurungkan
niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
jo. Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi
usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan
di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya yang
pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil
syar’i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan
Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 2001), jilid Ill halaman 456 nomor
Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

43 b 5 (s oo 0 o ol Bl 85 0
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Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam
kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang
zhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih,
Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab Fath Al-Mu‘in (Beirut: Dar
Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat
dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis,
menyatakan:

Sla (32551 )b pedanl) e STadas ne 3 O8Ol o) e e sl

BT amy abe A gy ¢ T25 Ha (B oy A52 £ 32 O 0 (Qlas 0l sie 4 & 3)

azed 3 G40 ool

Artinya:  Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di

b

10

tempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itu
bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila
Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak
menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaaannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di
persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil
gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap
benar dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara
perceraian, untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian dan
berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu
memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih
meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, bukti yang
merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup serta telah
cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi

ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10
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Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk)
merupakan fotokopi akta otentik yang tidak dibantah Tergugat sehingga
memiliki kekuatan pembuktian sempurna serta dapat dipertimbangkan,
vide Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu,
telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxx
XXXXXXXXX, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan
Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun
1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi
wewenang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah)
merupakan fotokopi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian
sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, vide Pasal
1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 165 HIR. Oleh
karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang terikat dalam perkawinan yang sabh;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang
saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah
diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat,
sudah dewasa serta sebagai orang dekat Penggugat sebagaimana diatur
dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi
syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua)
Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui
saksi-saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua)
Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (link and
match), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi
Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat
dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi serta
relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis
Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, dihubungkan
dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah
terungkap fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat
yang telah dikonstantir sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada
tanggal 14 Agustus 2018, dan dari pernikahan tersebut belum
dikaruniai anak;

2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis
namun sejak bulan November 2023 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah mulai terjadi percekcokan dan pertengkaran terus
menerus, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2024 atau selama 6 (enam) bulan hingga
sekarang;

3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi
kebutuhan hidup keluarga, Tergugat sering tidak pulang ke rumah;

4. Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga, akan tetapi
tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, belum dikaruniai anak
dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat
pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara
(legitima persona standi in judicio), dan Penggugat berhak mengajukan
gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana
dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dan (3) rumah
tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak
bulan November 2023 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan sejak tanggal 17 Februari 2024 sudah
pisah rumah, sejak berpisah rumah tidak pernah bersatu lagi layaknya
suami istri, fakta ini telah membuktikan secara yuridis bahwa gugatan
Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu
sejak bulan November 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak 6 (enam) bulan
yang lalu sudah pisah rumah. Keadaan tersebut mengindikasikan tidak
adanya lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga (onheelbaare
tweespalt), atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah
(broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi sebagaimana
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ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023
yang berbunyi “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti
suamifistri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan
telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali
ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) sejak berpisah
rumah pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat
dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis dalam persidangan
telah berusaha menasihati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat
merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan
mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu
sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat telah
menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat,
maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi
mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sebagaimana penafsiran “a contrario” dari ketentuan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang
didasarkan kepada maksud firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-
Rum ayat 21 yang berbunyi:

85355 8355 a5ilr Jass Lg] lofaud) Bls T 38wl 8o 88T 515 &1 will g3
053555 p3E Y A5 8 B
Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di
antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian

itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;
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Menimbang, bahwa oleh karena salah satu tujuan perkawinan
adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah, seperti pertimbangan di atas tidak mungkin terwujud, bahkan di
antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri ternyata
sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling
melindungi dan bahkan Penggugat tetap dan tidak lagi berkeinginan untuk
meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis
berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para
pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan
membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila
rumah tangga tetap dipertahankan, sehingga bila bertentangan antara
mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan
mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih,
sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki
dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-limiyyah,
1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

LAl s e d3falal 53
Artinya:  Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah
rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu tanpa melaksanakan kewajiban lagi
layaknya suami istri, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam,
indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada setiap tahap
persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat
tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap
Tergugat untuk meneruskan membina rumah tangga, oleh karena itu
Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan talak suami (Tergugat)

terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih Ghayatul Maram

yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o) aalle olall ade sl lgzg5) azg il @t pac aiil 5lg
elall)

Artinya: “Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah
sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak
suaminya dengan talak satu’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup
alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis dapat
mengabulkan petitum angka 1 dan angka 2 dari gugatan cerai Penggugat
dengan verstek sesuai Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini
dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan
Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat
terhadap Penggugat adalah talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.2,
antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai,
maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada

Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka
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semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk
membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara ini sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tangerang pada hari Rabu tanggal 11 September
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh
Muhammad Hanafi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuhi, M.A.
dan Drs. Suhardi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
Siti Rodiah, S.H.l.,, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
Dra. Hj. Yuhi, M.A. Muhammad Hanafi, S.Ag.
Hakim Anggota,
Ttd.
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Suhardi
Panitera Pengganti,

Ttd.
Siti Rodiah, S.H.l., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2 Proses ‘Rp 75.000,00
3 Panggilan ‘Rp 660.000,00
4, PNBP Panggilan: Rp  20.000,00
5 Redaksi ‘Rp 10.000,00
6 Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



